
 
 

BUPATI  LOMBOK  UTARA 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI  LOMBOK  UTARA 
NOMOR  8  TAHUN  2016 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  LOMBOK  UTARA, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2016 

tentang  Perubahan  Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 sebagai landasan operasional 
pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun  1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
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  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4872); 
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5049); 
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5494); 

  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210), Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4028); 

  12. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5155); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur 

Sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5209); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59), 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5272); 
  22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 
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  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011, Nomor 525); 

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015, Nomor 903); 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara 
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan 

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 4,Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara 

Nomor 4); 
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara 

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan 
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok 

Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5); 

  29. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara 

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan 
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lombok Utara Tahun 210 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara 

Nomor 6). 
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara 

Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara 
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lombok Utara Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara 
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Nomor 42); 

  31. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara 
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 

3,Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 
Nomor 45 ); 

  32. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Uang 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok 

Utara Tahun 2015 Nomor 4,Tambahan Lembaran 
Daerah Tahun 2015 Nomor 46 ); 

  33. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 8,Tambahan 

Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 49 ); 
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 11); 

 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

 

 

Pasal 1 

 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 

terdiri atas : 
 
 

1. Pendapatan 

a. Semula 

b. Bertambah/(Berkurang) 

 

Rp. 

Rp. 

 

803.825.755.501,17 

62.465.533.312,95 

 

            

 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.         866.291.288.814,12 

 
 

 

2. Belanja Daerah 

a. Semula 

b. Bertambah/(Berkurang) 

 

Rp. 

Rp. 

 

843.910.781.667,07 

62.465.533.312,95 

 

            

 

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.            906.376.314.980,02 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp.  (40.085.026.165,90) 
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3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1). Semula 

2). Bertambah/(Berkurang) 

 

 

Rp. 

Rp. 

 

 

  48.085.026.165,90 

00,00 

 

            

 

Jumlah pembiayaan penerimaan setelah Perubahan Rp.            48.085.026.165,90 

b. Pengeluaran 

1). Semula 

2). 
Bertambah/(Berkurang) 

 

Rp. 

Rp. 

 

8.000.000.000,00 

00,00 

 

            

 

Jumlah pembiayaan pengeluaran setelah Perubahan Rp.              8.000.000.000,00 

Pembiayaan Netto  40.085.026.165,90 

Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan Rp.                    00,00 
 

 

Pasal 2 

 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok 
Utara. 

 

Ditetapkan  di  Tanjung 

  pada tanggal 19 Oktober 2016 
  

  BUPATI LOMBOK UTARA, 
                
 

 
     H. NAJMUL AKHYAR 

 
Diundangkan di Tanjung 

 pada tanggal 19  Oktober 2016 
  
   SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN LOMBOK UTARA, 
 

 
 

             H. SUARDI 
 
LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2016 NOMOR 

8 
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